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LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TAHUN  2006   NOMOR   2   SERI  E   
 

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 
NOMOR  7   TAHUN 2006 

 
TENTANG 

 
BANGUNAN GEDUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BOGOR, 

 
Menimbang : a. bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat 

manusia melakukan kegiatan untuk mencapai 
berbagai tujuan, harus diselenggarakan secara 
tertib, sesuai fungsi, serasi dengan lingkungan, 
serta memenuhi persyaratan administrasi dan 
teknis bangunan gedung; 

 
b. bahwa untuk lebih meningkatkan upaya 

pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan 
bangunan gedung, maka diperlukan pengaturan 
mengenai penyelenggaraan bangunan gedung; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan 
Gedung; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

 

2. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1687); 

 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 

 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang 
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3317); 

 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 
Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3461); 

 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,                      
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3501); 
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 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3699); 

 
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3833); 

 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,                
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

 
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

 
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

 
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 
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 15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang 

Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang 
Udara di Sekitar Bandar Udara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3343); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang 

Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3372); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat 
dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3866); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 

Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3955); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3956); 
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 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3957); 

 
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 

tahun 2005 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-
undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4532); 

 
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum; 

 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 

1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, 
Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumaham 
Kepada Pemerintah Daerah; 

 
25. Peraturan Bersama Menteri Agama dan           

Menteri Dalam Negeri  Nomor  9  Tahun 2006 tentang  
                                         Nomor  8  Tahun  2006 

Pendirian Rumah Ibadah; 
 

26. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
06/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis 
Pembangunan Rumah Susun; 

 
27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik 

Indonesia Nomor 441/Kpts/1998 tentang Persyaratan 
Teknis Bangunan Gedung; 

 
28. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik 

Indonesia Nomor 468/Kpts/1998 tentang Persyaratan 
Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan 
Lingkungan; 
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